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ABSTRAK 
RONY DWI HARTANTO. Alasan Di Balik Rersentralisasi Kehutanan. 

Dibimbing oleh PROF. DR. IR. SUDARSONO SOEDOMO, M.S., MPPA.  

 

Penarikan urusan pemerintahan terjadi pada UU No. 23 Tahun 2014 

(resentralisasi). UU No 23 Tahun 2014 menyebabkan Dinas Kehutanan 

kabupaten/kota dihapus. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi tidak adanya Dinas Kehutanan di kabupaten/kota dan mengetahui 

apakah kabupaten/kota dapat membentuk Dinas Kehutanan sendiri untuk membina 

masyarakat yang memiliki hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif dengan studi literasi dan mewawancarai 5 orang pihak Dinas 

Kehutanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Kehutanan kabupaten/kota 

dihapus karena kurangnya anggaran pemerintah pusat, perlunya memperpendek 

koordinasi pusat-daerah, dan penyalahgunaan kewenangan oleh bupati/walikota. 

UU No 23 Tahun 2014 tidak melarang pembentukan Dinas Kehutanan kabupaten/kota. 

Namun, Pemerintah kabupaten/kota juga tidak dapat membentuk Dinas Kehutanan 

karena tidak memiliki kewenangan sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan 

peninjauan lebih mendalam mengenai UU No 23 Tahun 2014.  

 
Kata kunci:  Dinas Kehutanan, Kehutananan, Resentralisasi,  

 

ABSTRACT 
RONY DWI HARTANTO. The Reasons Behind Recentralization of Forestry. 

Supervised by PROF. DR. IR. SUDARSONO SOEDOMO, M.S., MPPA. 

 

The withdrawal of governmental affairs occurred with Law No. 23 of 2014 

(recentralization). Law No. 23 of 2014 caused the Forestry Offices at the 

regency/city level to be abolished. This study aims to identify the factors 

influencing the absence of Forestry Offices at the regency/city level and to 

determine whether the regencies/cities can establish their own Forestry Offices to 

assist communities with private forests. The method used is a qualitative descriptive 

method with literature study and interviews with five Forestry Office officials. The 

study results indicate that the Forestry Office at the regency/city level were 

abolished due to insufficient funding from the central government, the need to 

streamline coordination between central and regional governments, and the misuse 

of authority by regents/mayors. Law No. 23 of 2014 does not prohibit the 

establishment of Forestry Offices at the regency/city level. However, regency/city 

governments are also unable to establish such offices because they lack any 

authority in this matter. Therefore, a deeper review of Law No. 23 of 2014 is 

needed.  
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University. 
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penelitian saya. 
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Kehutanan Banten (DLHK Banten) dan bersedia menjadi narasumber 

penelitian saya. 

7. Orang tua dan saudara, atas doa, kepercayaan, dan dukungannya dalam 

bentuk moral maupun finasial kepada penulis. Tanpa dukungan mereka 

penulis mungkin tidak akan bisa menyelesaikan penelitian ini. 
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